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PERATURAN BUPATI LUWI' TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TTMUR

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH

(RXPD) TAHUN 2O1S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,

antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan

dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 serta mewujudkan efisiensi dan

efektivitas pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

nasional dan daerah serta mewujudkan kesinambungan

perencanaan pemtangunan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2015 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal

26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (11 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan

a





Mengingat

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B

Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan telah ditetapkan peraturan

Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang

rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2015 ;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan Asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana

program dan kegiatan prioritas daerah, maka peraturan

Bupati Luwu Timur Nomor 77 Tahun 2074 sebagaimana

dimaksud dalam hurufa perlu ditinjau kembali;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Repubik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270)i

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+21)i

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578J;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007

Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara N omor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48151;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Bararlg/lasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahnn 2077

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahtn ZOl4
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan

Belania Daerah Tahun 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan langka panjang

Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur T ahrn 2OOS - ZOZ;

(Lembar Daerah lGbupaten Luwu Timur Tahun 2005

Nomor 2);

13. Peraturan Daerah lGbupaten Luwu Timur Nomor 13

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 -
2015 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010

Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10

Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur;

15. Peraturan Daerah Katrupaten Luwu Timur Nomor 13

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Angf.aral],2ol':

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2014

tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

MIMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH IRKPD)

TAHUN 2015

Menetapkan



Pasal 1

Ketentuan dalam lampiran peraturan bupati Luwu Timur

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Keaa Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 (berita

daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 17) diubah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.
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